KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
AKUNTANSI RETENSI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk retensi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan

keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit
Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum

dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.
DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan atau pekerjaan telah selesai akan tetapi retensi belum
terbayarkan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga
pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran

jumlah tersebut.
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Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang

dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang
belum dibayar oleh pemberi kerja.

UMUM

4. Dua cara yang diperbolehkan dalam penyelesaian pembayaran
retensi yakni menggunakan jaminan bank dan tidak menggunakan jaminan
bank.

5. Menggunakan jaminan bank, jika proyek itu sudah selesai maka
dibayarkan secara penuh sesuai dengan berita acara penyerahan pekerjaan.

6. Tidak menggunakan jaminan bank, maka pembayaran retensi
dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai berita acara
penyerahan pekerjaan tahap kedua (Final Hand Over).

7. Jaminan pemeliharaan bank berupa jaminan pemeliharaan dari
Bank Sulselbar Cabang atau bank lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK
setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus),
untuk:

a. Pekerjaan Konstruksi;

b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

9. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak.

10. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja
setelah masa pemeliharaan selesai.

11. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan
Pemeliharaan atau memberikan retensi.

12. Jaminan Pemeliharaan atau retensi besarnya 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

13. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembayaran bulanan;
b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

14. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa
setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada,
serta pajak.

15. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan
subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor

sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
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16. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan
senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

17. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menahan sebagian pembayaran
prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

18. Pembayaran retensi dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir
pada tahun anggaran yang sama.

19. Untuk pelaksanaan kontrak yang telah selesai namun retensi belum
dibayarkan perlakuannya adalah diakui pada pos Kewajiban Jangka Pendek dalam
akun Utang kepada Pihak Ketiga.

20. Dalam pengeluaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Daerah,
pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar
5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Atas sejumlah 5% dari nilai
pengadaan yang dijadikan retensi selama masa pemeliharaan tersebut Pemerintah
Kabupaten/Daerah mengakuinya sebagai hutang retensi.

21. Apabila masa pemeliharaan telah selesai dan setelah 3 (tiga) bulan pihak
ketiga tidak meminta pembayaran dan atas persetujuannya hutang retensi
dijadikan sebagai sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

22. Sumbangan Pihak Ketiga diakui sebagai pendapatan lain lain dan

hutang retensi didebet dari Neraca.

23. Program retensi juga berhubungan dengan non arsip. Non arsip adalah
dokumen yang dibuat untuk keperluan organisasi dan kemudian dimusnahkan
setelah masa nilai gunanya habis. Non arsip dapat berupa slip pembayaran rutin,
lembaran pembayaran rutin, duplikasi sementara surat menyurat, copy file-reading
korespondensi, duplikasi semua dokumen dari file yang sama, duplikasi manual

dan catatan kecil.

TANGGAL EFEKTIF

24. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai Tahun Anggaran 2022.
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